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ABSTRAK

Tindak pidana perkossuan merupakan tindak pulana vangz banyak terjadi di masvarakat
pada saat ini. vang lebih memprihatinkan lagi korbannya adalsh anak, Anak banvak
menjadi korban tindak pidana perkosaan karena kurangnya perhatian dari orang toa seria
kondisi lingkungan anak vang mendukung terpadinya tindak pidana perkossan terscbut,
selain itu secara fisik dan mental anak jagh lebih lemah dari pelakw. Hal ini temia saja
merusak masa depan mereka karena Dindak pidana perkosaan memberikan dumpak vang
cukup besar terhadap anak haik secara fsik maopun mental vang mempengaruhi sikap
anak terhadap orang lan. Perumusan masalah dalam penulisan ini adalab ;@ a) Bagaimana
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan
dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Padang, b) Bagaimana dampak tindak
piilana perkossan terhadap kejiwasn anak, ¢) Bagaimana dampak tindak pidana perkosaan
dalam proses persidangan di Pengadilan Negen Padang, J) Kendala apakah yang dibadapi
hakim dalam memeriksa anak sebagai korban tlindak pidana perkossan dafam proscs
persidangan. Dalam penulisan skripsl inl. penelitian yang dilakukan bersifat desboipif
vaitu cara penelitian vang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan
yang ditehtn dengan pendekatan yundis sesiologis, Penelitian bertujuan untuk memperoleh
data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan,
Hasil penelitian memperlibatkan bahwa @ 1) perlindungan bukum terhadap anak schagai
korban tindak pidana perkosaan dalam proses persidangan dapat dilibat pada persidangan
yang tertutup untuk wmuom dan sikap hakim yang lebih persuasif dalam memeriksa anak i
persidangan, 2) dampak Gndak pidana perkosasan terbadap kejiwaan anak adalah anak
menjadi takut untuk bertemu dengan orang lain khususnva spabila bertemu dengan pria
vang minp dengan pelaku perkosaan, menyebabkan anask menjadi kurang percava din
dalam pergavlan dengan teman-teman scbhayanya, 3} dempak tindak pidana perkosaan
dalam proses persidangan adalah anak kurang komunikaif dan mengalami kesulitan
dalsm memberikan  kesaksian di Pengadilan, Selain itn anak merasa tekut dengan
persidangan karena anak merasa asing dengan ruang sidang dan orang-crang vang ada
didalamnya,4) kendala yang dibadapi hakim dalam memeriksa anak sebapai korban tindak
pidana perkosaazan dalam proses persidangan adalah anak merasa takut dan bersifat kurang
comunikatif dan meayulitkan bagi hakim untek memperoleh keterangan. Guna perbaikan
vedepan maka perlu dibuat lembaga khusus yang memberikan konseling kepada anak
dalam rangka pemulihan kondisi anak baik secara fisik dan psikis dari tindak pidana
perkosaan yang dinlaminya,



BAR I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang
Maha Esa yang harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkal dan manabat
serta hak-hak schagal manusia seutuhnya. Anak merupakan generasi penerus vang
akan mewnjidkan cita-cita bangsa dan negara hagi pembangunan nasional. Untuk
mewujudkan semua ilu maka anak berhak atas kelangsongan hidup, wwmbuh dan
berkembang, berpartisipasi serla berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan,
tindak pidana lainnya, serta diskriminasi yang dapat menimbulkan dampak negatil
bagi masa depan mercka.

Pelaksanaan  kewajiban  dan  tanggung  jawab omang e, keluarga
masyarakal, pemerintah dan nepara dalam memberikan perlindungan pada anak
harus sesuni dengan tujuan dari perlindungan tersehut yaite mewajudkan
kehidupan yang terbaik bagi anak vang diharapkan menjadi gencrasi penerus yang
potensial dan memiliki eita-cita luhur dan bedi pekerti. Akan tetapi dewasa ini
anak sering menjadi sasaran  atau korban dan Gndak pidana perkosaan vang
dilakukan vleh orang lerdekat dengan mereka, hahkan Gidak jarang dilakukan oleh
orang yang seharusnya melindungt dan menjaga mereka. Hal ini tentu saja dapat
menimbulkan beban psikologis bagi anak terschut dan mengganggu kelangsungan
masi depan mercka.

[i Indonesia. dalam  catatan tahunan Komisi Perlindungan  Anak

Indonesia dan sckian banyak tindak pidana yang tegadi terhadap anak, anpka
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kejahalan  asusila menempatt angka yang  tertinggn. Hal ini terlibat  dad
meningkatnya korban tindak pidana perkosaan di berbagai daerzh di indonresia,'
Peningkatan ini i satu sisi menggembirakan karena menunjukkan berbagai pilak
sudah mencapai kesadaran untuk  melaporkan  kasus-kasus perkospan yang
merupakan permasalahan yang sangat sensitif’ dan tertutup karena menyangkut
kehormatan anak dan kondisi mental dari amak sebapm korban. D0 sisi lain
pn:ni;ua_kutﬂn ini tentu saja menunjukkan Kurangnva perlindungan terhadap hak-
hak anak dad pihak terkait vang scharusnva melindungi dan  menjamin
perlimdungan terhadap anak.

Meningkatnya kasus perkosaan terhadap anak disebabkan oleh beberapa
faktor, amara lain: Pertama kurangnya pengawasan dari orang s terhadap
perkembangan anak baik dalam perkembangan mental dan pergaulannya di
tmpkunpannya  schan-hart atavpun  dengan  lingkungan  sckitamva. Keduoa,
perkosaan dingpap sebagm aib dan kelvarga sehingga dianggap hal yang
memalukan kalau sampai diketshui oleh orang lain, schingea mopa adanva
pengaduan dart korban atan keluarga menyebabkan Jambatnya penanpanan dari
pihak yang berwajib. Ketiga. anak yang menjadi korban perkosaan mengalami
laruma dan ketakutan untuk melaporkan perkosaan yang dialaminya karena
diameam oleh pelaku. Keempat, perkosaan dilakukan oleh keluarga terdekat atau
orang yang dikenal oleh korban sehingpa hanya diselesaikan secara kekeluargaan

karena dianggap aib kelvarga. Kelima, anak disncam atau diiming-imingkan

" hitpdwew kpa zoddDaa timdak pidana lerkadap anak tmhun 2006, Diakses Jun'al 26 Januard
20,



dengan sesuatu vang menyebabkan anak tersebul tidak melaporkan perkosaan
vang dizlaminya kepada pihak vang herwajib.

Kasus perkosaan yang ferjadi terhadap anak telah mencapai tingkat vang
sangat mempribatinkan karena memmbulkan luka fisik dan travma, tidak saja bagl
anak tlapl juga orang wa Sehobungan dengan meningkainya tindak  pidanyg
perkosaan terhadap anak, maka akhir-akhir ini semakin marak diperbincanpkan
baik dalam berita mavpun dalam opini mengenai pidana ataupun solusi vang
ditawarkan untuk menghentikan tindak pidana perkosaan terscbut. Akan tetapi hal
ini tdak ditkuti dengan pembahazan tentang perlindungan hukum terhadap anak
sebagar korban secara kongknt dan langsung vang belum mendapatkan perhatian
Khusus, lerutama dalam proses persidangan.

Masalah perlindungan hukum terbadap anak schagai korban tindak pidana
perkosaan sangat penting karena menyangkul perkembanzan mental dan masa
depan anak. Perlindungan bukum terhadap anak tidak hanya kewajiban orang tua
atmupun kehearps terdekat tetapl merupakan kewajiban dan tanpeong jawab semua
pihak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan Anak
diharapkan dapat memberikan perlindungan secara optimal dalam menjamin hak-
hak anak sebagai korban tindak pidana. Khususnva korban tindak pidana
perkosaan. Cleh karena selama i sistem peradilan pidana lebih berorientasi pada
hak-hak pelako tanpa memperhatikan hak-hak korban, I dalam Puasal 20
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebul mensyaratkan adanva kewajiban

dan tanggung jawab dari negara, pemerintah, kelwarga, dan orang wa dalam



penvelenpgaraan perlindungan terhadap anak. Kewnjiban dan tangpung jowahb ini
harus  dilaksanakan melablnl keglatan peran serta masvarakat  dalam
penyelenggaraan perlmdungam ansk. Penvelenggaran perlindungan anak jupa
kewajiban pemerintab dan lembaga nepara lainnya, sebagaimana diatur pada Pasal
5% Undang-LIndang Nomor 23 Tahon 2002 vang berbunyi sebagai berikul;

Pemerintah dan  lembaga negara  lainnva  berkewajiban  dan
bertampgung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada
anak dalam kendisi darurat, anak vang : berhadapan denpan hukum,
anak dari kelompok minoritas dan terisoliv, anak tereksploitasi secara
vkonomid atau scksual, anak yang di perdagangkan menjadi korhan
penyalahgunaan  narkotika, alkohol, psikotropikadan =0t adikef
lainnya {napea ), anak korban penculikan, penjualan, dan perdaganzan,
anak kerban kekerasan fisik dan atau mental, anak yang menyandang
cacal, dan anak Korban perlakoan salah dan penelantaran.

Akan tetapi pada kenyataan perfindungan bukum techadap anak sebagai
korban tindak pidana perkosaan belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat
lerlihat dari belum adanya aturan yang tepas yvang menyvatakan hagaimani
perlindungan anak 1tu dilaksanakan sccara konket.

Untuk itulah perfindungan hukem terhadap anak sebagai korhan tindsk
pidana perkosaan sangal penting selama proses peradilan anak karena sangat
berperan dalam menyelesaikan kasus vang sedang ditanpgani dan mendapatkan
Kehenaran materi! yaitu  kebenaran vang  sebenur-bepamva dan selain iio
sepentingan anak dapat terlindungi demi terjamin kesejahicraan anak. Oleh
karena itu penulis melakukan penclitian dengan topik % PELAKSANAAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PROSES PERSIDANGAN DI

PENGADILAN NEGERI PADANG™.
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BAR IV
FENUTLP
A. Kesimpulan
Berdasarkan vraian yang telah divtarakan pada bab-bab diatas, maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut
iz -Pe]aksanazm perlindungan hukum dalam proses persidangan dapat terlihat
dimulai dari, yaitu :
a. Sidang tertutup untuk urnum
Untuk melindungi anak supaya tidak merssa takut, malu, dan dilindangi
martabatnya dan supayva tidak terganpgu psikologisnva sehingea  ia tidak
malu dan lebib komunikatif i persidangan.
b. Perlakuan majelis terhadap anak
Hakim harus lebih komunikatif” dan dalam memeriksa znak lehih
menggunakan car vang persuasif.
2. Dampak tindak pidana perkosaan terhadap kejiwaan anak dan datam proses
persidangan adalah ;
1. Anak menjadi takut untuk bertemu dengan orang lain khususnva apabila
bertemu dengan pria yang mirip dengan pelaku perkosaan.
b. Tindak pidana perkosaan menyebabkan anak menjadi kurang pereava diri
dalam pergaulan dengan teman-teman sebayvanyva, Tindak pidana perkosaan
akan menimbulkan trauma  dan rasa malu  vang tidak akan terlupakan

dalam pikiran dan akan mempengaruhi dalam perkembangan  kepribadian
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anak skan menutup diri dari dunia Juar dan akan selalu dilanda rass
ketakutan |

¢, anak kurang komunikatif den mengalami kesulitan dalam memberikan
kesaksian di Pengadilan, Selain v anak merasa takut denpan persidangan
karcna anak merasa asing dengan ruang sidang dan orang-orang yang ada
didalamnya baik itu hakim, jaksa, panitera.

d. -SE]uin ity anak merasa menjadi orang jahat schingga menyebabkanya
ketakutan dan sulit untuk digjak bicara dan menyebabkan harus dipanggil
orang tua untuk-mentetjemabkan maksud dari anak,

3. Kendala yany dihadapi oleh hakim dalam memeriksa anak schagal korban

tindak pidana perkosaan adalah

2. Anak mengalami trauma sehingga merasa ketakutan  dalam [roses
pemeriksaan dan hakim menjadi kesulitan mendapatkan keterangan dari
anak sehingea majelis hakim harus memangeil oring tua dad anak uniuk
menterjemahkan dan menjelaskan maksod anak

b Dilema yang dihadapi oleh hakim, disatu sisi harus menegakkan hukum dan
ilis1si lain haros memperhatikan kepentingan anak, apalagi kalau pelaku dan

korban adalah anak

B. Saran
1. Perlu adanya lembaga khusus yang memberikan konseling kepada anak
sebagai korban dalam rangka peruliban kondisi anak baik secara fizik dan

psikis dari tindak pidana perkosaan yang dialaminya,
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